BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada
BAB I, penulis menyimpulkan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidik saat ini sudah memiliki dasar
hukum atau landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun peraturan perundang-
undangan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai prosedur dan
kriteria pengangkatannya. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki ketentuan
prosedur dan Kriteria tertentu dalam mengangkat Penyelidik dan Penyidiknya
yang dituangkan dalam peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi saja.
Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik yang independen merupakan bentuk
upaya optimalisasi pemberantasan korupsi yang dilakukan  Komisi
Pemberantasan Korupsi berdasarkan keahliannya agar dapat memberikan hasil
yang optimal dalam menangani perkara tertentu dalam hal ini adalah perkara

tindak pidana korupsi.
B. Saran

Pemerintah dalam hal mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi
yang ada di Indonesia harus membuat suatu aturan yang mengatur secara
terperinci mengenai dasar pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi. Norma umum yang berkaitan dengan Penyelidik dan
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Penyidik didalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi harus
lebih dipertegas. Pemerintah juga harus membuat suatu peraturan pelaksana
yang mengatur secara terperinci dalam sebuah Peraturan Pemerintah. Penegak
Hukum dalam hal menafsirkan peraturan perundang-undangan juga tidak

boleh hanya berfokus pada satu peraturan perundang-undangan.
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